BAB I11
PENUTUP
Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan
perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda masih
terdapat bidan honorer yang melebihi batas waktu yang di tentukan oleh
UU No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

Ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan dari bidan honorer
akan Kketentuan yang terdapat dalam Undang-undang mengenai
perjanjian kerja, waktu kerja dan pengupahan, menyebabkan bidan
honorer merasa bahwa perjanjian kerja yang diberikan sudah baik dan
sesuai. Alasannya karena bidan honorer merasa sistem perjanjian kerja
yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda
merupakan system kekeluargaan.

Dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda
menganggap perjanjian kerja yang dibuat sesuai dengan UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksanaannya
perjanjian kerja yang dibuat menyimpang dengan peraturan Undang-

undang yang berlaku.
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Ada ketentuan dari Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) dan (6),
Pasal 77 dan Pasal 88 Uu No. 13 Tahun 2003 tidak memuat sanksi yang
tegas mengenai pelanggaran dalam pembuatan isi perjanjian kerja. Hal
ini dapat mengurangi sifat memaksa undang-undang, karena suatu
aturan apabila tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas, maka
penyimpangan-penyimpangan dapat dilakukan. Seharusnya pemerintah
dalam membentuk undang-undang dilengkapi dengan sanksi yang tegas,
sehingga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan hak yang
dialami oleh bidan honorer.

Sementara Dinas Tenaga Kerja tidak mengambil tindakan
apapun mengenai kasus yang terjadi di Rumah Sakit Ibu dan Anak
Permata Bunda. Dari pihak Dinas Tenaga Kerja menganggap bahwa UU
No. 13 Tahun 2003 sebagai pedoman untuk membuat perjanjian kerja.
Namun kenyataannya peraturan yang dibuat dikembalikan lagi kepada
kebijakan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda.

Faktor kondisi sosial dan ekonomi juga yang menyebabkan
bidan honorer merasa bahwa pekerjaan dan dengan upah yang diterima
saat ini lebih baik dari pada tidak bekerja sama sekali.

B. Saran
1. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda harus memahami

dan menjalankan peraturan Uu No. 13 tahun 2003 tentang
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Ketenagakerjaan ~ terutama  mengenai ketentuan-ketentuan

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja dan upah.

. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anaka Permata Bunda harus

memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada bidan honorer
mengenai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketengakerjaan terurama mengenai pelaksanaan perjanjian kerja

waktu tertentu, waktu kerja dan upah.

. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda harus memenuhi

hak pekerja atas waktu istirahat dan waktu lembur yang diberikan.
. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda harus meninjau
kembali mengenai upah lembur yang diberikan kepada tenaga bidan

honorer.
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